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INTISARI

Tanah sebagai salah satu sumber bagi kehidupan dan penghidupan manusia
merupakan sumberdaya yang mempunyai arti strategis, karena hampir seluruh
kegiatan manusia memerlukan tanah sebagai medianya. Tanah yang sebagian besar
ada di daerah pedesaan memerlukan pengaturan sehingga tidak terjadi pelanggaran
terhadap hak atas tanah seseorang.

Untuk mencari kondisi pengaturan tanah yang baik harus dimulai dari desa
sebagai tata pemerintahan yang terendah. Dari desa diperoleh data yang nantinya
akan dilanjutkan sampai di tingkat nasional. Hal tersebut tentunya harus didukung
dengan kerjasama yang selaras dari aparat desa sebagai administrator dan pihak
Kantor Pertanahan. Aparat desa harus menguasai benar sistem administrasi
pertanahan di desanya.

Penelitian tentang peran aparat desa dalam proses pensertipikatan tanah di
Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten ini bertujuan untuk mengetahui sejauh
mana peran aparat desa dalam proses pensertipikatan tanah secara sporadik.
Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif. Yang dideskripsikan dalam
penelitian ini adalah bentuk dari peran aparat desa dalam proses pensertipikatan
tanah, dan seberapa besar peran aparat tersebut dilaksanakan oleh desa dalam proses
pensertipikatan tanah.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah peran aparat desa secara fisik
dan administratif. Secara fisik adalah keterlibatan secara langsung dari aparat desa
dalam proses pensertipikatan tanah. Dan peran secara administratif adalah adanya
pengesahan terhadap surat-surat keterangan tentang tanah yang nantinya mempunyai
kekuatan hukum untuk dipergunakan dalam pengajuan permohonan hak dan
penerbitan surat keterangan yang digunakan dalam proses pensertipikatan.
Berdasarkan penelitian yang paling sering terlibat dalam proses pensertipikatan tanah
adalah sekretaris desa. Hal tersebut karena seorang sekretaris biasanya lebih
mengetahui data tanah di desa dibandingkan seorang kepala desa atau aparat desa
yang lain.

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan ukuran ordinal, dimana
ditentukan tiga kriteria tingkatan yaitu mendukung, cukup mendukung dan tidak
mendukung, diperoleh hasil klasifikasi jawaban untuk kategori mendukung sebesar
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi masyarakat Indonesia tanah mempunyai fungsi yang sangat penting
dalam mempertahankan kelangsungan hidup, karena tanah merupakan sumber di
dalam memenuhi kebutuhan manusia baik kebutuhan sandang, pangan dan
kebutuhan papan atau tempat tinggal.

Melihat pentingnya tanah bagi kebutuhan manusia dan semakin lajunya
pertumbuhan penduduk serta semakin meningkatnya aktivitas pembangunan
bangsa Indonesia, maka seringkali timbul permasalahan-permasalahan di bidang
pertanahan bila ada usaha yang berhubungan dengan tanah. Permasalahan di
bidang pertanahan banyak timbul karena kurang atau tidak jelasnya status hak
atas tanah.
Oleh karena itu untuk mengurangi kemungkinan adanya permasalahan di bidang
pelftanahan, dalam memberikan pelayanan pada masyarakat pemerintah
berpedoman pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria.

Masyarakat Indonesia yang kebanyakan tinggal di pedesaan, sebagian

besar belum memahami tentang administrasi pertanahan. Masih banyak hal belum
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dimengerti tentang pertanahan. Ketidaktahuan tersebut dapat menimbulkan
berbagai masalah, antara lain yang berkaitan dengan status kepemilikan tanah.

Hal lain vang melatarbelakangi adalah banyak masyarakat yang mengeluh
terhadap pelayanan yang diberikan oleh desa dalam rangka proses pensertipikatan
tanah. Pihak desa belum banyak membantu dalam kelancaran proses
pensertipikatan. Seringkali permohonan yang melewati desa tidak segera
diselesaikan/ tidak terurus. N

Untuk mengatasi permasalahan ini pihak desa seham;nya mengantisipasi
dari awal dengan memberikan penyuluhan melalui kerjasama dengan Kantor
Pertanahan, sehingga dapat diberikan pengertian — mengenai  pentingnya
administrasi pemilikan tanah kepada masyarakat luas. Dengan demikian secara
berangsur-angsur dapat menyelesaikan administrasi pemilikan tanah yang benar.
Hal tersebut sesuai dengan harapan masyarakat, yaitu adanya pengurusan
administrasi status pemilikan tanah dengan biaya yang murah dan terjangkau
melalui proses yang lebih cepat dan sederhana, namun tanpa mengurangi
ketelitian dan nilai kepastian hukumnya. Di dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA
dinyatakan bahwa :

Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran
tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan
yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Agar suatu bidang tanah mendapat jaminan kepastian hukum harus
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1. Syarat yuridis
Syarat yuridis adalah suatu syarat yang menyatakan bahwa harus adanya
hubungan secara yuridis antara tanah dengan pemohon.

2. Syarat teknis
Svarat teknis adalah syarat- syarat yang berhubungan dengan letak dan batas
suatu bidang tanah.

Syarat Administratif

(OS]

Syarat administratif adalah syarat- syarat yang berhubungan dengan surat
keterangan tentang tanah yang dimohonkan haknya.

Dengan tidak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961
maka pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia berdasarkan pada peraturan
perundangan pendaftaran tanah yang terbaru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997. Salah satu ketentuan mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah
adalah yang tercantum dalam Pasal 2: “Pendaftaran tanah dilaksanakan
berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka ™.

Disini dikandung maksud bahwa dalam pelaksanaan pendaftaran tanah
harus sesuai dengan kenyataan dilapang, data yang akurat, proses vang cepat dan
mudah tanpa mengurangi nilai kepastian hukumnya.

Dengan didaftarkannya tanah milik maka akan mendapat jaminan kepastian
hukum :

Dengan diselenggarakan pendafiaran tanah maka pihak-pihak yang

bersangkutan dengan mudah pula dapat mengetahui status atau kedudukan

hukum daripada tanah-tanah tertentu yang dihadapinya, letak, luas dan

o 1*



Pendaftaran tanah di Indonesia mempunyai tujuan seperti yang tercantum dalam

Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 ;

Pendaftaran tanah bertujuan :

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum  kepada
pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak
lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagal
pemegang hak yang bersangkutan;

b. Untuk menyediakan informasi pada pihak-pihak yang berkepentingan
termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data  yang
diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang
tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;

c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Disamping tujuan yang tercantum dalam Pasal 3 tersebut, sertipikat tanah
memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Catur Tertib Pertanahan yaitu tertib
administrasi dan tertib hukum pertanahan.

Kenyataan yang ada saat ini masih banyak masyarakat yang tidak
menyadari tujuan tersebut. Masih banyak pemilik tanah yang tidak memegang
sertifikat sebagai alat bukti yang kuat. Hal tersebut semata-mata bukanlah

kesalahan masyarakat, tetapi bisa juga karena mereka belum mengetahu



ketentuan tentang pendaftaran tanah belum tersosialisasi dalam kehidupan
masyarakat dengan baik.

Untuk mewujudkan suatu keadaan dimana masyarakat sadar akan tujuan
pendaftaran tanah perlu dilakukan suatu penyuluhan. Penyuluhan harus dimulai
dari tingkat yang paling bawah yaitu dari tingkat desa. Untuk itu harus ada
kerjasama yang harmonis dari pihak desa dan pihak Badan Pertanahan Nasional.
Selama ini peran pihak desa dirasakan sangat besar, khususnya seorang kepala
desa karena :

1. Mengetahui struktur penguasaan tanah di desa.
2. Memegang buku register tanah desa.

3. Mengetahui keadaan tanah di desa secara fisik.
4. Mengetahui kebenaran data tanah di desa.

Kecamatan Klaten Tengah vyang merupakan bagian dan  Kota
Administratif Kabupaten Klaten, selama ini tercatat sebagai wilayah yang produk
sertipikatnya cukup tinggi. Dari pengamatan hasil tersebut salah satunya karena
aparat desa menjalankan tugasnya dengan baik. Setiap saat ada penyuluhan dari
Badan Pertanahan Nasional aparat desa senantiasa menggerakkan masyarakatnya
untuk hadir di Balai Desa. Peran aparat desa tersebut ternyata tidak sama besarnya
di semua desa. Ada desa yang aparat desanya sangat aktif ada juga yang kurang

aktif. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap motivasi yang diberikan kepada

masyarakat.



Dari uraian di atas dan melihat kenyataan di lapangan maka yang menjadi
salah satu tugas penting seorang aparat adalah memberikan penyuluhan tentang
pentingnya pensertipikatan tanah kepada masyarakat . Hal tersebut pulalah yang
menarik bagi penulis untuk menyusun hasil penelitian dalam bentuk skripsi
dengan judul : “ PERAN APARAT DESA DALAM PROSES
PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN KLATEN TENGAH

KABUPATEN KLATEN”.

. Perumusan Masalah

Pensertipikatan tanah mempunyai peranan yang sangat penting dalam
mencegah timbulnya masalah/sengketa pertanahan di masa mendatang. Untuk itu
diperlukan peran dari aparat desa agar kegiatan pensertipikatan tanah dapat
berlangsung dengan baik.

Peran aparat desa sangat dirasakan terutama di dalam kegiatan pendaftaran
tanah secara sporadik. Dalam pendaftaran tanah secara sporadik, masyarakat
sebagai pemohon akan memerlukan beberapa surat keterangan dari desa.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai
berikut :

1. Apa saja dari peran aparat desa dalam proses pensertipikatan tanah di

Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten.



C. Batasan Masalah
Mengingat  luasnya  permasalahan yahg menyangkut  proses
pensertipikatan  tanah, maka penulis membatasi peran aparat desa pada
segenap proses pensertipikatan tanah, pemberian surat keterangan dan segala
pencatatan yang dilaksanakan oleh aparat desa di dalam menangani proses

pensertipikatan tanah secara sporadik.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah :
a. Untuk mengetahui peran aparat desa dalam proses pensertipikatan tanah di
Kecamatan Klaten Tengan Kabupaten Klaten.
b. Untuk mengetahui seberapa besar peran aparat desa dilaksanakan dalam proses
pensertipikatan tanah di Kecamatan Klaten Tengan Kabupaten Klaten.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :
a. Untuk memberikan informasi yang dapat digunakan dalam rangka kegiatan
pendaftaran tanah di desa.

b. Untuk memberikan gambaran tentang peran aparat desa dalam proses



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan hasil yang telah dikemukakan di atas, maka dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran aparat desa dalam proses pensertipikatan tanah di Kecamatan Klaten
Tengah Kabupaten Klaten meliputi peran secara fisik dan peran dalam kegiatan
administratif.

2 Peran secara fisik adalah kehadiran seorang aparat desa dalam segala proses
pensertipikatan tanah secara sporadik.
b. Peran secara administratif adalah :
1) Pemberian dan pengesahan terhadap segala surat keterangan yang
diperlukan dalam proses pensertipikatan secara sporadik.
2) Penerbitan surat keterangan yang digunakan dalam proses pelaksanaan
pensertipikatan.

2. Berdasarkan perannya tersebut aparat desa dinilai mendukung dalam proses
pensertipikatan tanah di Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten karena :
a. Aparat desa selalu menghadiri seluruh rangkaian kegiatan yang

dilaksanakan dalam rangka proses pensertipikatan, sepanjang yang



60

b. Aparat desa memberikan kemudahan dalam pengurusan surat-surat
keterangan vang diperlukan dalam rangkaian kegiatan pensertipikatan
tanah.

¢. Mampu menumbuhkan hubungan timbal balik yang selaras antara
masyarakat dengdn pihak desa.

d. Memberikan motivasi kepada masyarakat akan pentingnya pemilikan

sertipikat.

B. Saran
Dalam penulisan ini saran-saran yang dapat diberikan oleh penyusun adalah
sebagai berikut :
1. Perlunya digiatkan penyuluhan baik itu tentang pendaftaran tanah maupun
peraturan perundangannya kepada masyarakat.

Perlunya ditingkatkan lagi kerjasama antara desa dengan pihak kantor

)

pertanahan sehingga terwujud tertib administrasi pertanahan mulai dari desa
sampai Tingkat nasional.

3. Diterbitkan buku register tanah desa yang sama oleh Badan Pertanahan
Nasional agar terjadi keseragaman dalam pembukuan disetiap desa.

4. Agar lebih ditingkatkan pemahaman tugas bidang-bidang pertanahan bagi

semua aparat desa agar dapat melayani masyarakat dengan lebih cepat.
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